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Abstrak 

 

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban dari PT. Astra Honda 

Motor yang telah merugikan konsumen atas terjadinya kerusakan pada rangka 

ESAF melalui dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku dan metode 

penyelesaian sengketa yang relevan. Tujuan penelitian ini menganalisis tanggung 

jawab PT. Astra Honda Motor terhadap cacat produk rangka ESAF menurut 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

menganalisis penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. Astra Honda 

Motor terkait cacat produk rangka ESAF dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan legal 

research (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PT. Astra Honda 

Motor perlu mempertimbangkan faktor hukum, etika bisnis, dan komitmen 

terhadap kepuasan pelanggan agar penyelesaiannya dilakukan secara adil dan 

transparan. Pertama, faktor hukum meliputi: PT. Astra Honda Motor perlu 

bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti rangka ESAF yang cacat, 

memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, dan memberikan 

informasi tentang cacat produk dengan jelas kepada konsumen. Kedua, etika 

bisnis dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan meliputi: PT. Astra Honda 

Motor berkewajiban untuk menanggapi keluhan konsumen secara cepat dan 

efektif serta memastikan keamanan produknya. Metode penyelesaian sengketa 

yang digunakan untuk persoalan cacat produk rangka ESAF melalui jalur non-

litigasi, terutama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapat 

memberikan ganti rugi secara cepat dan efisien.   

 

Kata Kunci: kerugian, perlindungan konsumen. pertanggungjawaban hukum 
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 

Transportasi melrupakan salah satu sarana pelnunjang dalam kelhidupan 

selhari-hari dan belrpelran pelnting pada kelhidupan masyarakat. Melnurut C.S.T. 

Kansil dan Christinel S.T. Kansil, transportasi belrpelran selbagai pelnunjang, 

pelndorong, dan pelnggelrak bagi pelrtumbuhan suatu daelrah.1 Salah satu 

transportasi yang pasti selmua masyarakat miliki ialah kelndaraan roda dua karelna 

biayanya yang murah dan dapat melnjangkau telmpat-telmpat telrpelncil. 

Saat ini, banyak pelrusahaan melmasarkan belrbagai macam modell dan tipe l 

motor telrbaru. Munculnya melrelk selpelda motor melmbelrikan inovasi telrkait modell, 

delsain, harga, dan kualitas yang cukup belrsaing.2 Adapun pelmbellian selpelda 

motor belkas, teltapi banyak relsiko. Seldangkan pelmbellian selpelda motor baru 

minim relsiko. Namun, pelmbellian selpelda motor baru pun tidak melnutup 

kelmungkinan atas adanya cacat produksi yang telrjadi. 

Arti dari cacat produksi ialah keltika konsumeln melmbelli selbuah produk, 

teltapi produk telrselbut tidak melmelnuhi unsur telrciptanya produk itu selndiri yang 

diselbabkan atas kellalaian pellaku usaha saat pelmbuatan maupun pelngiriman 

selhingga syarat kelamanan pelmakaian selbuah produk tidak telrpelnuhi.3 Hal ini 

dapat melnimbulkan kelrugian bagi konsumeln. Hak-hak konsumeln dilindungi 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Konsumeln. 

Undang-undang telrselbut melncakup kelbutuhan konsumeln yang ingin lelbih 

dipelrhatikan kelamanan dan kelsellamatan dirinya akibat kurang baiknya kelamanan 

 
1 C.S.T Kansil dan Christine S. T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995). 
2 Iin Hendrayani dan Rahmat Catur Satrio, “Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Iklan 

terhadap Keputusan Pembelian Motor Merek Yamaha (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota 

Palembang),” JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi) 6, no. 

2 (2021): 136–43, http://ejournal.muliadarma.ac.id/index.php/jembatan/article/view/64. 
3 D G D Arini, “Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang 

Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam …,” Journal Economic & Business Law 

Review 1, no. 1 (2021): 13–21, https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24215. 
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dan kualitas barang yang dibellinya.4  Selcara tidak langsung Undang-undang ini 

juga melndorong produseln untuk melnjalankan bisnis delngan melmpelrhatikan 

kualitas produk selsuai standar kelamanan. 

Produk yang tidak melmelnuhi standar dapat melrugikan konsumeln. 

Belrdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, bagi pellaku 

usaha yang melrugikan hak konsumeln karelna kellalaian dalam pelngelluaran produk, 

maka harus belrtanggung jawab untuk melmbelri ganti rugi.5 Pelrtanggungjawaban 

pellaku usaha telrselbut dilakukan jika mellanggar hak-hak konsumeln selpelrti hak 

atas kelnyamanan, kelamanan, kelsellamatan dalam melngkonsumsi barang, jasa, hak 

untuk melndapatkan kompelnsasi, ganti rugi, dan/atau pelnggantian selbagaimana 

yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang 

Pelrlindungan Konsumeln.6 

Salah satu kasus cacat produksi dialami olelh pelrusahaan otomotif belrnama 

PT. Astra Honda Motor, yaitu telntang kualitas kelrangka ElSAF (sellanjutnya 

diselbut Elnhanceld Smart Architelcturel Framel). Rangka ElSAF melrupakan delsain 

struktur bagian delpan yang telrhubung duduk pelngelndara pada selpelda motor. 

Rangka ElSAF juga melnjadi selbuah pelmbaharuan milik Honda yang sudah 

ditelrapkan di belbelrapa motor andalan melrelka. Namun, rangka ElSAF Honda 

telrnyata gampang patah dan dapat melnyelbabkan bahaya bagi pelnggunanya. 

Rangka ElSAF telrbuat dari bahan dasar baja prelss dan dilas laselr selhingga sangat 

belrbelda delngan rangka biasa. Rangka ElSAF lelbih ringan 8% dari rangka matic 

Honda selbellumnya.7  

Tantangan utama yang dihadapi dalam melnelrapkan telknologi rangka ElSAF 

adalah biaya produksi yang lelbih tinggi dibandingkan delngan rangka 

 
4 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, ed. oleh Hojot Marluga (bekasi: Jala 

Permata Aksara, 2021). 
5 Ferry Sandi, “Viral Rangka Esaf Keropos dan Patah Honda Belum mau Recall,” CNBC 

Indonesia, 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230824134642-4-465813/viral-rangka-

esaf-keropos-dan-patah-honda-belum-mau-recall. 
6 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” 
7 Sandi, “Viral Rangka Esaf Keropos dan Patah Honda Belum mau Recall.” 
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konvelnsional selrta keltelrbatasan pada belbelrapa modell. Kelmungkinan jika telrjadi 

kelrusakan atau kelhilangan pada rangka ElSAF, maka untuk melndapatkan 

pelnggantian yang celpat dan mudah masih sangat telrbatas.  

Pada 18 Agustus 2023, selbuah postingan videlo tiktok yang diunggah olelh 

brwns melnunjukkan adanya patah pada rangka ElSAF motor honda Vario 160 

belrwarna abu-abu yang melrupakan motor kelluaran telrbaru. Pelristiwa telrselbut 

telrjadi di Kota Delmak Jawa Telngah. Pelristiwa selrupa juga telrlihat pada postingan 

videlo tiktok yang diunggah olelh Si Black yang melmpelrlihatkan selbuah selpelda 

motor Belat belrwarna putih di telngah jalan dan seldang digotong olelh warga. 

Pelristiwa telrselbut telrjadi di Kota Tangelrang dan diunggah pada 23 Selptelmbelr 

2023. 

Kelreltakan pada rangka ElSAF ini dikarelnakan adanya korosi. Pelnyelbab 

korosi pada rangka ElSAF ialah masalah dalam prosels pelngellasan, lapisan cat 

yang tidak rata. Telrdapat belkas pelngellasan yang tidak dibelrsihkan delngan baik, 

yang dapat melnyelbabkan karat. Sellain itu, bagian dalam rangka yang tidak 

melmiliki lapisan cat relntan telrhadap korosi.8  

Pihak PT. Astra Honda Motor selbagai produseln untuk belrtanggung jawab 

atas keljadian telrselbut maka pelrlu mellakukan ganti rugi kelpada konsumeln yaitu 

delngan mellakukan relcall pada produk Motor Honda yang belrmasalah. Prosels 

relcall harus dilakukan selcara melnyelluruh olelh pihak PT. Astra Honda Motor 

untuk melmpelrsiapkan suku cadang kel selluruh jaringan di Indonelsia. 

Pelrmasalahan telrselbut melmbelrikan gambaran bahwa pelrusahaan selbelsar 

Honda dapat mellakukan kelsalahan selbelsar itu dan masih telrdapat kellalaian dalam 

melnjaga kualitas produksinya selrta kellalaian dalam pelngawasan baik dari 

pelrusahaan maupun dari pelmelrintah yang melmbelrikan relgulasi, dikarelnakan 

produk yang melmbahayakan konsumeln telrselbut dapat belreldar di pasaran dan 

 
8 Rosikhan Anwar, “Penyebab Rangka Honda Esaf Retak dan Keropos,” suaramerdeka.com, 2023, 

https://www.suaramerdeka.com/otomotif/0410062155/terungkap-ternyata-ini-penyebab-rangka-

honda-esaf-retak-dan-kropos-berdasarkan-simulasi-fisika-ini-solusinya?page=3. 
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tellah dipelrjualbellikan. Olelh karelna itu, pelnulis telrtarik untuk melnganalisis 

pelrtanggungjawaban PT. Astra Honda Motor telrhadap cacat produk rangka ElSAF 

melnurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Konsumeln 

dan melnganalisis pelnyellelsaian selngkelta antara konsumeln delngan PT. Astra 

Honda Motor telrkait cacat produk rangka ElSAF dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Konsumeln. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Astra Honda Motor terhadap cacat produk 

rangka Esaf menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. Astra Honda 

Motor terkait cacat produk rangka Esaf dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel hukum normatif (lelgal relselarch) yang 

belrtujuan untuk melnelmukan kelbelnaran kohelrelnsi, yaitu: kelselsuaian antara aturan 

hukum delngan norma hukum, antara pelrintah atau larangan delngan prinsip 

hukum, dan antara tindakan selselorang delngan norma hukum atau prinsip hukum.9 

Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan pelrUndang-undangan (statutel approach). 

Kajian pokok dalam pelnellitian ini adalah ratio delcidelndi atau relasoning, yaitu: 

pelrtimbangan hukum pelngadilan untuk sampai pada suatu putusan.10  Bahan 

hukum primelr dipelrolelh dari Kitab Undang-undang Hukum Pelrdata dan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Konsumeln. Bahan hukum 

selkundelr dipelrolelh dari artikell, jurnal, meldia massa, intelrnelt, dan karya ilmiah. 

Telknik yang digunakan dalam pe lnellitian ini adalah studi kelpustakaan (library 

relselarch) yang belrtujuan untuk melncari konselpsi, telori, asas, dan hasil pelmikiran 

 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, edisi revisi (Jakarta: prenada media 

group, 2014). 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: kencana prenada media group, 2010). 
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lainnya yang rellelvan delngan pelnellitian ini. Analisa dalam pelnellitian ini 

melnggunakan meltodel pelnalaran delduktif, yaitu: analisa bahan hukum yang 

melmbahas hal-hal belrsifat umum, kelmudian ditarik kelsimpulan kelpada hal-hal 

yang belrsifat khusus. 

PEMBAHASAN 

 

1. Tanggung Jawab PT. Astra Honda Motor terhadap Cacat Produk Rangka 

Esaf Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

Dalam hukum pelrdata, pelrtanggungjawaban hukum dibagi melnjadi dua, 

yaitu: pelrtanggungjawaban akibat kelsalahan dan tanggung jawab mutlak. 

Pelrtanggungjawaban akibat adanya kelsalahan melrupakan kondisi di mana 

selselorang dapat melnelrima kompelnsasi atas kelrugian yang dialami hanya jika 

selselorang dapat melmbuktikan adanya kelsalahan pada pihak telrgugat. Seldangkan 

tanggung jawab mutlak, yaitu pihak yang dirugikan tidak diwajibkan untuk 

melmbuktikan kelrugian telrselbut, selmelntara telrgugat wajib belrtanggung jawab.11  

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-undang Nelgara Relpiblik Indonelsia Tahun 1945 

melnyatakan bahwa “seltiap orang belrhak diakui selrta melndapatkan pelrlindungan 

hukum yang sama di mata hukum”. Delngan delmikian, pelrlindungan hukum 

telrmasuk kel dalam hak asasi manusia dan hak konstitusional selhingga konsumeln 

belrhak melndapatkan kelmbali atas hak-haknya yang tidak telrpelnuhi. 

Dalam relalitanya adanya kelrugian yang didapatkan olelh konsumeln bukan 

kelrusakan yang diakibatkan karelna kelselngajaan mellainkan karelna pada kelrangka 

melsin yang melmang tidak layak untuk dipelrjual bellikan. Adanya kellalaian dari 

PT. Astra Honda Motor telrkait pelnjual barang delngan kualitas yang relndah telntu 

 
11 Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka, 2020). 
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saja melmbuat hilangnya rasa kelpelrcayaan pelmbelli telrhadap PT. Astra Honda 

Motor.  

Dalam kontelks Undang-undang Pelrlindungan Konsumeln yang mana 

telrcantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mellatarbellakangi telrkait 

munculnya belbelrapa kasus yang mana melrugikan konsumeln. Pada salah satu 

contohnya adalah kasus yang telrjadi pada kelrangka Elsaf. Pada dasarnya masih 

banyak konsumeln yang masih bellum melngatahui tata cara pellaporan untuk 

melngadu dan mellaporkan pellaku usaha atas telrjadi pelrmasalahan dalam barang 

yang tellah ia belli. Belrdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

telntang Pelrlindungan Konsumeln, telrdapat kelwajiban yang mellelkat pada pellaku 

usaha, yaitu: belritikad baik, melmbelrikan informasi telrkait pelnggunaan, pelrbaikan 

dan pelmelliharaan, mellayani konsumeln selcara belnar dan jujur, melnjamin mutu 

selsuai keltelntuan standar, melmbelri jaminan dan/atau garansi, melmbelri 

kompelnsasi, ganti rugi dan/atau pelnggantian atas kelrugian dan apabila tidak 

selsuai delngan pelrjanjian. 

Sellanjutnya, Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang 

Pelrlindungan Konsumeln melngatur hak-hak konsumeln, yaitu: hak atas 

kelnyamanan, kelamanan, dan kelsellamatan, hak untuk melmilih selrta melndapatkan 

barang dan/atau jasa selsuai delngan nilai tukar dan kondisi selrta jaminan yang 

dijanjikan, hak atas informasi melngelnai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, 

hak untuk didelngar pelndapat dan kelluhannya, hak untuk melndapatkan advokasi, 

pelrlindungan, dan upaya pelnyellelsaian selngkelta pelrlindungan konsumeln selcara 

patut, hak untuk melndapat pelmbinaan dan pelndidikan konsumeln, hak untuk 

dilayani selcara belnar dan jujur, dan hak untuk melndapatkan kompelnsasi, ganti 

rugi dan/atau pelnggantian, apabila tidak selsuai delngan pelrjanjian. Delngan 

delmikan, keldua pasal telrselbut dapat melnjadi dasar hukum yang kuat bagi 

konsumeln untuk melmpelrjuangkan hak-haknya delngan cara melngajukan reltur 

barang telrkait kelrusakan motor atas kellalaian telrhadap PT. Astra Honda Motor.  
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Lelbih lanjut, pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

telntang Pelrlindungan Konsumeln melngatur pelrbuatan yang dilarang bagi pellaku 

usaha, yaitu: melmproduksi dan/atau melmpelrdagangkan barang dan/atau jasa yang 

tidak melmelnuhi standar, tidak selsuai delngan belrat belrsih, isi belrsih atau neltto, 

dan jumlah dalam hitungan, tidak selsuai delngan ukuran, takaran, timbangan, dan 

jumlah dalam hitungan, tidak selsuai delngan kondisi, jaminan, kelistimelwaan atau 

kelmanjuran, tidak selsuai delngan mutu, tingkatan, komposisi, prosels pelngolahan, 

gaya, model, atau pelnggunaan telrtelntu, tidak selsuai delngan janji, tidak 

melncantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak melngikuti keltelntuan belrproduksi 

selcara halal, tidak melmasang labell atau melmbuat pelnjellasan barang yang melmuat 

nama barang, ukuran, belrat/isi belrsih atau neltto, komposisi, aturan pakai, tanggal 

pelmbuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pellaku usaha selrta keltelrangan 

lain untuk pelnggunaan yang melnurut keltelntuan harus di pasang/dibuat, dan tidak 

melncantumkan informasi dan/atau peltunjuk pelnggunaan barang dalam bahasa 

Indonelsia selsuai delngan keltelntuan pelrUndang-undangan yang belrlaku. Adapun 

keltelntuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 telntang Pelrlindungan Konsumeln bahwa pellaku usaha dilarang 

melmpelrjualbellikan barang yang rusak atau cacat yang dalam hal ini PT. Astra 

Honda Motor melnjual kelrangka ElSAF yang melngakibatkan kelrangka motor 

patah. 

Pelnellitian ini melngangkat pelristiwa yang tellah banyak diunggah mellalui 

meldia sosial di mana banyak warga yang melngelluh telrhadap kelrusakan rangka 

ElSAF selpelda motor PT. Astra Honda Motor. Hal ini melnjadi bukti bahwa 

kelrugian yang dialami bukan hanya satu orang mellainkan lelbih. Keljadian selpelrti 

ini jellas melrugikan banyak orang dan pelrlu diusut agar. 

Melngacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan 

Konsumeln, subjelknya sudah jellas bahwa harus diidelntifikasikan selbagai 

konsumeln. Maka dari itu, konsumeln yang dirugikan dapat melnuntut pellaku usaha. 
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Jika pellaku usaha melnolak adanya tanggapan ganti rugi, maka sudah selpatutnya 

digugat mellalui badan pelnyellelsaiaan selngkelta konsumeln atau melngajukan kel 

badan pelradilan di telmpat keldudukan konsumeln selbagaimana yang diatur dalam 

Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Konsumeln. 

Pada kasus ini, adanya pelnolakan yang dilakukan olelh pihak PT. Astra Honda 

Motor telrkait pelngelmbalian motor dan dana yang selharusnya didapatkan olelh 

konsumeln kasusnya masih abu-abu karelna hanya belbelrapa yang ditangani dan 

tidak selrta melrta adil dalam pelngelmbalian dana telrselbut. Kelkelcelwaan telrselbut 

diungkapkan mellalui postingan meldia sosial. 

Sellanjutnya, melngelnai ganti rugi diatur dalam Pasal 19 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Konsumeln bahwa pellaku usaha 

belrtanggung jawab melmbelrikan ganti rugi atas kelrusakan, pelncelmaran, dan/atau 

kelrugian konsumeln belrupa pelngelmbalian uang atau pelnggantian barang dan/atau 

jasa yang seljelnis atau seltara nilainya dalam telnggang waktu tujuh hari seltellah 

tanggal transaksi. Namun, hingga saat ini, masih banyak konsumeln yang masih 

kurang kelsadarannya untuk melnuntut haknya kelmbali. 

 

2. Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dengan PT. Astra Honda Motor 

Terkait Cacat Produk Rangka Esaf dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Adapun pelnyellelsaian selngkelta antara konsumeln delngan PT. Astra Honda 

Motor, yaitu: konsumeln melngajukan klaim kelrusakan pada rangka ElSAF kelpada 

layanan pellanggan PT. Astra Honda Motor, konsumeln diharapkan mellelngkapi 

kontrak, garansi, dan pelrjanjian selrvis, konsumeln melnghubungi pellayanan 

pellanggan PT. Astra Honda Motor, konsumeln melmatuhi proseldur klaim yang 

tellah diteltapkan olelh PT. Astra Honda Motor, konsumeln pelrlu aktif dalam 

belrkomunikasi selcara belrkala delngan layanan pellanggan, konsumeln harus 

melmahami bahwa PT. Astra Honda Motor melmiliki kelwajiban untuk 
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melnyeldiakan garansi dan layanan yang belrkualitas kelpada para pellanggannya, 

konsumeln pelrlu melmpelrhatikan kondisi selpelda motor, konsumeln pelrlu 

melnyampaikan informasi yang telrpelrinci melngelnai kelrusakan pada rangka ElSAF 

yang telrjadi, dan konsumeln melnghindari tindakan yang bisa melmpelrparah 

kondisi. 

Untuk melminimalisir adanya selngkelta, maka saat mellakukan pelmbellian 

barang, konsumeln harus lelbih belrhati-hati dan telrlelbih dahulu melngelcelk deltail 

fisik kondisi barang yang akan dibellinya. Situasi ini melrupakan titik awal 

munculnya selngkelta, teltapi dalam kasus cacat produksi pada motor Honda 

kelrusakan yang timbul akibat cacat telrselmbunyi sangat sulit dirasakan olelh 

konsumeln karelna leltak cacat yang tak telrlihat dan dapat dirasakan seltellah telrjadi 

patah telrselbut yang di selbabkan adanya korosi pada rangka ElSAF.  

Belrdasarkan kelrugian yang dialami olelh konsumeln maka konsumeln 

dibelrikan hak atas kelbelbasan melngajukan gugatan belrdasarkan Pasal 45 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Konsumeln, yang dimana 

pelnyellelsaian selngkelta konsumeln dapat dilakukan delngan melnelmpuh cara mellalui 

pelngadilan (litigasi) atau di luar pelngadilan ( non litigasi ) yang ditawarkan dalam 

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan 

Konsumeln dan selsuai delngan kelselpakatan dari keldua bellah pihak yang 

belrselngkelta. Dalam upaya pelnyellelsaian selngkelta, telrdapat dua meltodel yang dapat 

dilakukan olelh konsumeln. Pelrtama, mellalui prosels litigasi di mana konsumeln 

dapat melngajukan gugatan seldelrhana atau gugatan kellompok. Keldua, adalah 

pelnyellelsaian selngkelta selcara non-litigasi di mana konsumeln dapat melngajukan 

pelngaduan kel Badan Pelnyellelsaian Selngkelta Konsumeln (BPSK), selbuah lelmbaga 

yang dirancang untuk melnangani pelrsellisihan di luar proseldur pelngadilan formal. 

Hal ini dibelrikan agar keldua bellah pihak yang belrselngkelta belrada dalam posisi 

yang seltara dan melmiliki hak untuk melnelntukan selndiri meltodel pelnyellelsaian 

yang paling selsuai, baik mellalui jalur litigasi maupun non-litigasi. 
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Litigasi didelfinisikan selbagai prosels pelnyellelsaian selngkelta yang 

dilaksanakan di dalam sistelm pelradilan. Dalam jalur litigasi, para pihak yang 

belrselngkelta dibawa kel hadapan pelngadilan untuk melmbella hak-hak melrelka 

selcara relsmi. Seltellah selbuah kelputusan dikelluarkan olelh pelngadilan, hasilnya 

celndelrung melnguntungkan hanya salah satu pihak, melnciptakan apa yang selring 

diselbut selbagai win-lose solution. Tugas dari pelnyellelsaian selngkelta jalur litigasi 

adalah mellakukan pelnyellelsaian selngkelta delngan cara melnjatuhkan selbuah 

putusan (constitutivel), contohnya selpelrtu pelrbuatan mellawan hukum, wanprelstasi 

dan litigasi melmpunyai tugas lain yaitu melnangkal selngkelta delngan cara 

melnjatuhkan pelneltapan pelngadilan (delklaratoir) contohnya selpelrti melneltapkan 

adopsi anak dan melneltapkan wali. Selbellum melmilih jalur litigasi selbagai meltodel 

pelnyellelsaian selngkelta para pihak wajib melngeltahui telrlelbih dahulu waktu kapan 

pelnyellelsaian ini dapat dilaksanakan. Hal ini pelnting karelna pelnggunaan meltodel 

litigasi tidak dapat dilakukan selcara selmbarangan telrdapat pelriodel-pelriode l 

telrtelntu di mana opsi ini telrseldia bagi para pihak yang telrlibat dalam selngkelta. 

Para pihak yang telrlibat dalam selngkelta diwajibkan untuk telrlelbih dahulu 

melncoba melnyellelsaikan selngkelta mellalui jalur non-litigasi. Apabila hasil dari 

prosels non-litigasi telrselbut dinilai tidak melmuaskan dan masih ada kelinginan kuat 

untuk mellanjutkan pelnyellelsaian selngkelta mellalui litigasi, maka para pihak belrhak 

melngajukan gugatan kel pelngadilan. Gugatan dapat melnggunakan proseldur 

gugatan pelrdata konvelnsional, gugatan seldelrhana (small claim), gugatan 

kellompok (class action), gugatan /hak gugat ornop/LSM (Lelgal Standing), 

gugatan olelh pelmelrintah. 

Apabila para pihak yang belrselngkelta hanya melwakili kelpelntingan pribadi 

dan bukan kellompok, melrelka dapat melnggunakan melkanismel gugatan seldelrhana 

(small claim). Gugatan seldelrhana ini dibelrikan kelwelnangan untuk melnyellelsaikan 

kasus yang belrkaitan delngan wanprelstasi dan pelrbuatan mellawan hukum.  
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Putusan yang tellah dijatuhkan olelh hakim belrtujuan untuk melnyellelsaikan 

selbuah selngkelta, dan putusan hakim akan diselrtai olelh pelrintah elkselkusi yang 

ditujukan kelpada pihak yang kalah dan pihak yang kalah wajib mellaksanakan 

elkselkusi telrselbut selcara sukarella dan apabila pihak yang kalah tidak mellakukan 

elkselkusinya maka hakim akan melmanggil pihak yang kalah untuk dibelrikan 

telguran dan dibelrikan waktu sellama 8 hari pellaksanaan elkselkusi, namun apabila 

telguran telrselbut diabaikan dan elkselkusi tidak dilaksanakan sampai jatuh telmpo 

maka pelngadilan akan turun tangan untuk mellaksanakan elkselkusi telrselbut selcara 

paksa dan apabila dirasa pelrlu pihak pelngadilan akan melnggunakan alat nelgara. 

Pihak yang belrkelbelratan telrhadap putusan hakim dapat melngajukan 

banding, namun dalam gugatan seldelrhana banding hanya dilakukan telrhadap 

putusan hakim tunggal pada pelngadilan nelgelri dan akan melngajukan banding 

kelpada Majellis Hakim apabila belrkelbelratan telrhadap putusan telrselbut yang 

dikelluarkan olelh selorang hakim tunggal. Telrdapat pelmbatasan dalam melngajukan 

banding delmi prosels pelnyellelsaian yang celpat dan seldelrhana, dan pelnyellelsaian 

selngkelta diluar wanprelstasi dan pelrbuatan mellawan hukum, melnggunakan 

pelnyellelsaian selngkelta mellalui pelngadilan khusus, selrta meltodel banding yang 

belrbelda. 

Pelnyellelsaian selngkelta non-litigasi adalah meltodel pelnyellelsaian di luar 

sistelm pelngadilan yang teltap belrlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Meltode l 

ini telrmasuk dalam katelgori pelnyellelsaian selngkelta belrkualitas tinggi karelna dapat 

melnuntaskan masalah selpelnuhnya tanpa melnyisakan pelrasaan delndam antar 

pihak yang telrlibat. 

Pelnyellelsaian selngkelta mellalui jalur non-litigasi telrbagi melnjadi dua 

katelgori, yaitu pelnyellelsaian selcara damai dan selcara advelrsarial. Pelndelkatan 

damai dalam pelnyellelsaian selngkelta lelbih melnitikbelratkan pada relsolusi yang 

belrsifat kelkelluargaan, di mana keldua bellah pihak yang telrlibat belrtelmu untuk 

melncapai selbuah musyawarah mufakat. Seldangkan pelnyellelsaian selngkelta 
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melnggunakan cara advelrsial delngan melnghadirkan pihak keltiga yang neltral dalam 

pelnyellelsaian selngkelta advelrsarial belrpelran pelnting untuk melmbantu melncari 

solusi dan melmfasilitasi kelselpakatan antara para pihak yang telrlibat. Prosels ini 

telrmasuk meltodel nelgosiasi, meldiasi, dan konsiliasi. Sellain itu, pelnyellelsaian 

mellalui meltodel advelrsarial dapat dilakukan delngan melnggunakan proseldur 

pelngadilan yang diseldiakan olelh pelmelrintah, selring dikelnali selbagai arbitrasel. 

Pelnyellelsaian selngkelta mellalui arbitrasel dapat dilaksanakan delngan dua cara 

yang pelrtama delngan mellakukan pelrjanjian arbitrasel yang belrisi klausula arbitrasel 

(Pactum del comromittelndo) yang dibuat delngan telrtulis selbellum adanya selngkelta 

atau dapat dilakukan delngan pelrjanjian arbitrasel telrselndiri (Akta kompromi) yang 

dibuat delngan telrtulis seltellah belrlangsungnya selngkelta (Pasal 1 ayat 2 Undang-

undang Nomor 30 tahun 1999). Pelngelrtian dari klausula arbitrasel itu selndiri 

adalah selbuah klausula dalam pelrjanjian arbitrasel yang belrisi bahwa pihak yang 

belrselngkelta belrselpakat untuk melngajukan selngkeltanya kelpada arbitelr. Jadi 

klausula ini dibuat selbellum telrjadi selngkelta. Pelngelrtian akta kompromi adalah 

pelrjanjian khusus yang dibuat seltellah adanya pelrsellisihan digunakan melngatur 

tata cara pelngajuan pelrsellisihan yang seldang belrlangsung dan pelngajuan telrselbut 

ditujukan kelpada arbitelr untuk dilakukan pelnyellelsaian selngkelta. 

Tahap pelnyellelsaian selngkelta mellalui jalur Arbitrasel dimulai dari 

pelndaftaran dan melnyampaikan pelrmohonan arbitrasel olelh pihak yang pelrtama 

kali belrinisiatif untuk mellakukan pelnyellelsaian selngkelta mellalui Arbitrase l 

(pelmohon) kel selkreltariat Badan Arbitrasel Nasional Indonelsia (BANI).  

Arbitrasel dapat dibagi melnjadi dua jelnis: arbitrasel Ad-Hoc dan arbitrasel 

institusional. Arbitrasel Ad-Hoc dibuat khusus untuk melnyellelsaikan pelrsellisihan 

telrtelntu dan tidak belrafiliasi delngan badan arbitrasel manapun. Pelmilihan arbitelr 

ditelntukan belrdasarkan kelselpakatan belrsama antara para pihak yang belrselngkelta. 

Arbitrasel Ad-Hoc melngikuti Undang-undang yang ada dan arbitelr yang dipilih 

dapat dipilih selndiri olelh para pihak atau mellalui kelselpakatan belrsama. Arbitrasel 
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institusional, selbaliknya, dilakukan olelh badan arbitrasel pelrmaneln dan didirikan 

untuk melnangani pelrsellisihan yang timbul akibat pelrjanjian. Belrbelda delngan 

arbitrasel Ad-Hoc, arbitrasel institusional teltap belrlaku bahkan seltellah kelputusan 

diambil. Arbitrasel Ad-Hoc belrakhir seltellah pelrsellisihan yang seldang belrlangsung 

tellah disellelsaikan.  

Telrdapat selbuah Lelmbaga yang disiapkan pelmelrintah guna melmbantu 

melnyellelsaiakan selngkelta cacat produksi delngan melnggunakan pelnyellelsaian 

selngkelta non litigasi baik melnggunakan meltodel altelrnatif pelnyellelsaian selngkelta 

atau melnggunakan arbitrasel, Lelmbaga telrselbut belrnama Badan Pelnyellelsaian 

Selngkelta Konsumeln (BPSK) pelnanganan BPSK melliputi selngkelta delngan nilai 

ganti rugi mulai dari telrkelcil sampai delngan telrbelsar. Melnurut Pasal 1 ayat (11) 

Undang-undang Pelrlindungan Konsumeln Badan Pelnyellelsaian Selngkelta 

Konsumeln (BPSK) yakni selbuah badan yang belrtugas melnangani dan 

melnyellelsaikan selngkelta antara pellaku usaha dan konsumeln.  

BPSK telrselbar di wilayah tingkat II yang melncakup selluruh kabupateln dan 

kota di Indonelsia. BPSK melmpunyai kelwelnangan absolut dan rellatif melngelnai 

pelndistribusiannya di selluruh kabupateln dan kota di Indonelsia. Kelwelnangan 

absolut melngacu pada kelwelnangan BPSK dalam melnangani selngkelta dan 

kellayakan untuk melngajukan tuntutan kelpada BPSK dalam yurisdiksi masing-

masing. Kelwelnangan rellatif melngacu pada yurisdiksi BPSK untuk melngadili atau 

melnyellelsaikan selngkelta telrbatas pada wilayah hukumnya. BPSK tidak 

melmpunyai hak atau welwelnang untuk melnyellelsaikan pelrsellisihan di luar wilayah 

hukumnya. 

Ada belbelrapa alasan selngkelta cacat produksi lelbih baik diajukan di BPSK 

karelna dinilai lelbih celpat, tidak pelrlu melngelluarkan biaya, dikarelnakan biaya 

telrselbut tellah ditanggung olelh Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Daelrah (APBD) 

ditiap kabupateln atau kota, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang 

Pelrlindungan Konsumeln juga tellah dijellaskan bahwa prosels pelnyellelsaian 



 
 

80 
 

Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat 

 

                 

E-ISSN : 2621-7228                  

                          

selngkelta sangat seldelrhana, tidak rumit, tidak ada dalil telntang hukum yang 

belrsifat kaku. Pihak-pihak yang belrselngkelta dapat melngajukan tuntutan selcara 

telrtulis melngelnai pellanggaran yang belrkaitan delngan pelrlindungan konsumeln, 

selhingga melmilih Badan Pelnyellelsaian Selngkelta Konsumeln (BPSK) untuk 

melnyellelsaikan pelrmasalahannya tanpa melmelrlukan pelrseltujuan masing-masing 

pihak yang belrselngkelta. Salah satu alasan pelnting atas pilihan ini adalah pihak-

pihak yang belrsellisih dapat melmilih prosels pelnyellelsaian yang belrsifat selmi-

privat. Opsi ini sangat pelnting khususnya keltika pelrsellisihan mellibatkan opelrasi 

bisnis yang melnjangkau selcara global dan kelrahasiaan harus dijaga untuk 

mellindungi relputasi pelrusahaan dan, yang telrpelnting, intelgritas produknya. 

Melkanismel jalannya pelnyellelsaian selngkelta mellalui BPSK yaitu: pelngajuan 

gugatan, pelmilihan meltodel pelnyellelsaian selngkelta konsumeln, dan putusan 

selngkelta konsumeln dan pellaku usaha. Langkah telrakhir dalam melkanismel 

pelnyellelsaian selngkelta mellalui BPSK adalah dikelluarkannya kelputusan akhir yang 

melmpunyai kelkuatan hukum teltap dan melngikat konsumeln dan pellaku usaha. 

Kelputusan telrselbut akan dibagikan dalam belntuk telrtulis kelpada alamat pellaku 

usaha dan konsumeln yang belrselngkelta. Pelndistribusian kelputusan harus sellelsai 

dalam waktu 7 hari seljak tanggal kelputusan dibacakan. BPSK melmbelrikan waktu 

14 hari kelrja bagi pellaku usaha dan konsumeln untuk melmelnuhi kelwajibannya 

seltellah kelputusan dibagikan. Jika pihak konsumeln tidak puas delngan kelputusan 

yang tellah dikelluarkan, maka konsumeln dapat melngajukan banding dan di ajukan 

kel Pelngadilan Nelgelri telrdelkat. 

PT. Astra Honda Motor mellakukan wanprelstasi delngan melnjual produk 

Motor delngan cacat telrselmbunyi selhingga melnimbulkan kelrugian bagi konsumeln. 

Pelrbuatan ini melmelnuhi tiga unsur wanprelstasi, yaitu kelsalahan, kellalaian, dan 

keltidakselsuaian. Olelh karelna itu, konsumeln melmpunyai hak untuk melminta ganti 

rugi mellalui jalur hukum maupun non hukum. Cara pelnyellelsaian selngkelta yang 

disarankan adalah mellalui jalur non-litigasi, khususnya mellalui Badan 
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Pelnyellelsaian Selngkelta Konsumeln (BPSK) yang dapat melmbelrikan ganti rugi 

selcara celpat dan elfisieln. Tujuan pelnyellelsaian selngkelta adalah melmbelrikan ganti 

rugi yang adil kelpada konsumeln baik kelrugian matelril maupun immatelriil, selrta 

melnghindari pelrsellisihan hukum yang belrkelpanjangan. 

KESIMPULAN 

1. Telrdapat tiga faktor yang melnjadi pelrtimbangan dalam melnyellelsaikan 

pelrsoalan cacat produk rangka ElSAF, yaitu: hukum, eltika bisnis, dan 

komitmeln telrhadap kelpuasan pellanggan. Pelrtama, faktor hukum, yaitu: 

belrdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang 

Pelrlindungan Konsumeln, pelrtanggungjawaban yang pelrlu dilakukan olelh PT. 

Astra Honda Motor ialah melmpelrbaiki atau melngganti rangka ElSAF yang 

cacat dan melmbelrikan kompelnsasi kelpada konsumeln yang dirugikan. 

Seldangkan melnurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

telntang Pelrlindungan Konsumeln, PT. Astra Honda Motor belrkelwajiban untuk 

melmbelrikan informasi melngelnai cacat produk dan upaya untuk melnyellelsaikan 

masalah telrselbut kelpada konsumeln. Keldua, faktor eltika bisnis, yaitu: PT. Astra 

Honda Motor belrkelwajiban untuk melnanggapi selcara celpat dan elfelktif 

telrhadap kelluhan konsumeln. Keldua, faktor komitmeln telrhadap kelpuasan 

pellanggan, yaitu: PT. Astra Honda Motor belrkelwajiban untuk melmastikan 

bahwa produk-produknya aman digunakan olelh konsumeln. 

2. Atas kelrugian yang dialami olelh konsumeln delngan adanya pelrbuatan 

wanprelstasi PT. Astra Honda Motor yang belrupa melnjual produk motor 

delngan cacat telrselmbunyi, maka pelnyellelsaian selngkelta dapat dilakukan 

mellalui jalur hukum dan non hukum, telrutama mellalui Badan Pelnyellelsaian 

Selngkelta Konsumeln yang dapat melmbelrikan ganti rugi selcara adil, celpat, dan 

elfisieln kelpada konsumeln. 
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